
 
BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

 
NOMOR 14 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

: a. bahwa sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah, 

rencana kerja pemerintah daerah merupakan upaya 

meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah melalui 

penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkualitas diperlukan rencana kerja 

Pemerintah Daerah untuk memastikan efektivitas 

pembangunan di daerah yang bersinergi dengan 

perencanaan pembangunan nasional dan daerah; 

c. bahwa untuk memberikan panduan dalam perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah 

diperlukan pengaturan mengenai rencana kerja 

Pemerintah Daerah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun  2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4688); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

Tentang Sistem Informasi  Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 

Nomor 17); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 

2025. 

 

Pasal 1 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Kabupaten Bandung Barat. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran perencanaan 

pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan 

pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai 1 

Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. 

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijadikan sebagai pedoman: 

a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana 

kerja Perangkat Daerah; dan 

b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran 

pendapatan dan belanja daerah serta rancangan 

prioritas dan plafon anggaran sementara. 

Pasal 3 

(1) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri atas: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 

c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; 

f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan 

g. penutup. 

 

(2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RKPD Tahun 2025 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 

pada tanggal 9 Juli 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

     ADE ZAKIR 

 

 

Ditetapkan di Ngamprah 

Pada tanggal 9 Juli 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

R. ERISKA HENDRAYANA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 14 

 

 


